RINGKASAN

Kajian ini dilatar belakangi oleh penomena empiasiwa koperasi Indonesia jika
dibandingkan dengan praktik-praktik koperasi dibbgai negara industri maju yang
menganut sistem ekonomi liberal dan kapitalistikildi oleh banyak kalangan masih jauh
tertinggal, jalan ditempat dan cenderung tidak rbawanjak dari ketergantungan pada
bantuan pemerintah, sementara organisasi kopg#irasjumlah negara maju tersebut baik
di Eropa, Amerika, Canada dan beberapa negaraldisiaya mampu bertahan, tumbuh
dan berkembang seiring dengan perubahan lingkupigars global yang terjadi.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk : (1) mengeiaprospek pengembagangan
koperasi di Indonesia ditinjau dari perspektif ilmanajemen, (2) menyusun rekomendasi
tentang pendekatan pemberdayaan koperasi dalarkutiggn yang berubah dengan
mempertimbangkan dimensi manajemen. Untuk mencapaan tersebut digunakan
metoda exsplorative studydengan kombinasi studi literatur, observasi Igpan dan
pengumpulan pendapat ahli di beberapa perguruagitin Observasi telah dilakukan
terhadap 9 (sembilan) koperasi di Jawa Barat ddawesi Utara dengan responden 9
(sembilan) pengurus, 9 (sembilan) manajer, 27 lgdanm) karyawan dan 27 (dua puluh
tujuhn) orang anggota. Variabel kajian meliputi: zim@b pengembangan koperasi,
perbedaan koperasi dan pelaku usaha lainnya, ptogierasi, keanggotaan, kelembagaan,
pengendalian internal, proses pengambilan keputosarman one votejstem akuntansi,
laporan keuangan dan penataan permodalan, konsemgdeefisiensi usaha, konsep tipe-
tipe organisasi koperasi. Hasil kajian empiris gan, studi literatur, dan pengumpulan
pendapat ahli terhadap variabel kajian selanjutdignalisis dengan teknik analisis
deskriptip untuk menjawab 6 (enam) pertanyaan gloskoperasi dari disiplin ilmu
manajemen bisnis, yaitu 1) apakah koperasi maslavae dikembangkan dalam
lingkungan masyarakat Indonesia yang mengalamiagaibperubahan? 2) jikalau masih
relevan, mengapa koperasi dianggap belum berkemthiaimgionesia ? 3) apakah kondisi
masyarakat indonesia seperti itu masih kondusgi Ipengembangan ekonomi rakyat
melalui kelompok/koperasi ? 4) Apakah proses petgagan koperasi di Indonesia masih
sejalan dengan konsep teori ekonomi, manajemengl dmglaya, psikologi, serta hukum
yang berlaku umum ? 5) apakah berkoperasi merupaaah satu pilihan untuk
mensejahterakan masyarakat ? 6) bagaimana pol@mpéaggan koperasi di masa depan
pada lingkungan yang dinamis ?

Kesimpulan prospek koperasi dilihat dari perspektiiu manajemen koperasi sesuai
dengan enam pertanyaan penelitian yang diajukalaladebagai berikut : (1) Berdasarkan
uraian tentang mazhab koperasi, antara maekeahsialis — nominalidan mazhab yang
empat Sosialis, Tolok Ukur Koperasi, Persemakmuran kogietgoperasi Dunia Ketiga)
maka dapat diambil sebuah sintesa bahwa peneraasistem pemikiran esensialis —
nominalis lebih memberikan panduan kepada pihakakger koperasi dalam
mengoperasionalkan dan mengembangkan koperasipdndan, apakah lebih kepada
aspek-aspek esensial nilai-nilai koperasi ataukalhih|l kepada aspek-aspek rasional
ekonomis koperasi. Jika menyimak peraturan perugatarkoperasi di Indonesia, maka
dapat disimpulkan bahwa penerapan mazhab di Isteortentang kedua mazhab ini
menunjukkan berada pada posisi “campuran”, artkogeerasi di Indonesia memperhatikan
aspek-aspek rasional-ekonomis (efisisiensi kopgrasimun tetap mengindahkan atau
melandaskan pada nilai-nilai/prinsip koperasi.



Sedangkan mazhab yang empat lebih menerangkam&egpaporsi peran pemerintah
dalam pengembangan koperasi di suatu negara. Unplementasinya Indonesia,
secara cita-cita kalau menyimak Undang-undang D&846 Pasal 33 nampak bahwa
bangun perekonomian yang dikehendaki adalah kepeebagai soko guru (utama).
Dengan dasar ini, dapat disimpulkan bahwa, sedgtaaita, mazhab koperasi yang ingin
kita anut adalah Mazhab Persemakmuran. Namun pedgataannya, saat ini kondisi
koperasi sebagai penyangga utama ekonomi belunujtedwdi Indonesia. Tetapi dari
pengalaman di dunia pun bahwa di masa lalu, usah#& unendirikan persemakmuran
koperasi atau suatu republik koperasi ternyatdtklrang berhasil.

Namun, jika merujuk kepada pasal 33 Undang-undargsaD 1945 yang telah
diamandemen bahwa dalam pasal (4) disebutkan K&eoenian basional diselenggarakan
berdasar asas demokrasi ekonomi dengan prinsiprdabaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandireatasiengan menjaga keseimbangan,
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Dengamldan, dapat disimpulkan bahwa
pernyataan ini dapat ditafsirkan sebagai sebuadpharterciptanya sebuah sistem ekonomi
yang merupakan satu kesatuan dari semua pelakuomkoyang mencakup koperasi,
BUMN dan swasta. Pikiran ini semaksud denganrgmki dalam mazhab Tolok Ukur
Koperasi yang “ mengidamkan keseimbangan yang isenéara sektor negara, koperasi
dan swasta” dan menghendaki “agar usaha ekonong geelaksanakan ketiga prinsip
sosial kerjasama, keadilan sosial dan pemeratd2erigan demikian dapat disimpulkan
bahwa sistem ekonomi yang dikehendaki oleh ayaPésal 33 UUD 1945 yang telah
diamandemen adalah sejalan dengan Mazhab Tolok Kiéperasi. Dengan kata lain,
kita boleh menafsirkan bahwa Undang-undang dasamkemberikan peluang yang sama
terhadap BUMN, swasta dan koperasi untuk berkemb&tagmun demikian, dalam
amandemen itu ditegaskan bahwa semua bentuk baddra BUMN, swasta ataupun
koperasi) harus berlandaskan kepada prinsip efisie

Namun demikian, jika dipertanyakan apakah kopedisiindonesia ke depan perlu
bermazhab? Bahwa Mazhab pada dasarnya adalathssbtegan pemikiran yang sifatnya
kontekstual, artinya sistem pemikiran ini lahir é&@® kondisi dan situasi spesifik sesuai
zaman dan tempat. Artinya mazhab itu tidaklah besasuatu yang harus dianut bulat-
bulat oleh suatu negara. Setiap negara menkibikidisi spesifik, baik secara struktur
sosial maupun struktur ekonominya.. Namun, sebaghuah lembaga ekonomi yang
harus menerapkan prinsip-prinsip  efisiensi koperaslan diharapkan harus
berkesinambungan secara mandiri, maka pendirianpdagembangan koperasi haruslah
didasarkan atas kebutuhan dan kajian kelayakandaaikaspek sosial, ekonomi, dan lain-
lain, baik dalam lingkup lokal ataupun regionallijaukan karena melaksanakan sebuah
mazhab.

(2) Efisiensi koperasi diukur berdasarkan teraaymitujuan dan sistem tujuan dari
berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kaperaBalam manajemen koperasi,
konsep efisiensi yang digunakan merupakan konseq \aerintegrasi antara konsep
efisiensi operasional, dan efisiensi anggota, kedwmnsep efisiensi ini layak
diopersioanalkan di koperasi. Implikasi dari waarasntegrasi ini adalah bahwa dalam
ukuran efisiensi opersional usaha koperasi perbakdip juga aspek efisiensi anggota.
Dalam konsep efisiensi usaha koperasi, konsep t&is& Usaha (SHU) sebagai sebuah
parameter sudah memadai untuk mengukur efisiershaugoperasi yang berwawasan
efisiensi anggota, walaupun dari segi terminol@gilah “sisa” hasil usaha itu sendiri dapat
berkonotasi pada makna yang kontra-efisiensi, laarésisa” itu bermakna bukan
achievementmelainkan residual dari sebuah aktivitas usahah d&arena itu penulis
sarankan agar terminologinya diubah dengan termgnoyang lebih universal yaitu
“surplus”.  Untuk lebih memberikan penilaian yang lebih objekérhadap efisiensi
koperasi secara integratif, maka dalam formulasiesfsi koperasi, selain mencantumkan
nilai SHU, juga perlu disertakan nilianfaat Ekonomi Langsung (MEL) yang diberikan
oleh koperasi kepada anggota pada saat transaken&tanpa pencantuman nilai Manfaat



Ekonomi Langsung ini maka pengukuran efisiensiekapi menjadi tidak objektif lagi.
Konsep RE yang memasukan unsur manfaat ekonomsdaggtelah mengakomodasikan
pentingnya konsep manfaat ekonomi seperti yang ldintkan oleh PSAK No 27 tahun
1999 paragraf 80 bahwa manfaat ekonomi langsunigapagota berupa harga, yaitu harga
barang dan jasa (dalam pembelian dan penjualatgnDgembelian barang oleh anggota,
manfaat harga berupa selisih harga antara kopgagian harga di luar koperasi.

(3) Penjenisan koperasi apapun namanya harudidasarkan pada kesamaan kegiatan
dan kepentingan ekonomi anggotanya, sesuai dengknanyang dimaksudkan oleh Pasal
15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Per&sian. Dipertegas lagi dalam
penjelasannya yang berbunyi “ Dasar untuk menantyénis koperasi adalah kesamaan
aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi arsgyei’ . Tentang hubungan koperasi
primer — koperasi sekunder secara konseptual demdgkatan manajemen koperasi,
pembentukan koperasi sekunder adalah untuk untemperoleh efisiensi operasional
melalui perbesaran skala ekonomi secara bersama-sBalam sebuah koperasi sekunder,
koperasi primer terintegrasi secara vertikal dengaperasi sekunder, namun koperasi
primer mempunyai tingkat kebebasan dan kemandyaaigy tinggi, artinya karena koperasi
sekunder hanya akan menggantikan bagian dari habuyvasar koperasi primer. Koperasi
sekunder bukanlah pengganti pasar seutuhnya. &sekda prinsip ini, maka hubungan
primer- sekunder itu sebaiknya tidak perlu dibudtungan yang saya sebut saja “hirarkis-
monopolistik” seperti yang sekarang saat ini berldkIndonesia. Contohnya: sekunder
bagi KUD adalah Puskud, sekunder bagi koperasivp&gal adalah PKPRI, dst. Dengan
ikatan seperti ini, maka seakan-akan sekunder Kd&ah Puskud, dan bukan koperasi
yang lain. Bahkan wilayah Puskud sudah ditentulkatn gropinsi sehingga ada Puskud
Jawa Barat, Puskud Sulawesi Utara, dst. Pembenkdaerasi sekunder sebaiknya sama
halnya dengan pembentukan koperasi primer yaituasdidkan atas prinsip-prinsip
kesamaan kepentingan dan kelayakan untuk mencdpaensi. Ini sesuai dengan
penjelasan Pasal 15 diatas, koperasi sekundet dajidkan tidak hanya oleh koperasi-
koperasi yang sejenis saja, melainkan juga olelerasp yang berlainan jenis, karena
terdapat kepentingan, aktivitas atau kebutuhamy y@ma. Dengan kesimpulan ini maka
sekunder bagi KUD, misalnya, dapat saja Pusat Kgpe8impan Pinjam, atau Pusat
Koperasi Pemasaran Jagung, dst. Sehingga, sangagkimubahwa sebuah koperasi
menjadi anggota dari beberapa koperasi sekundsuaiselengan kebutuhan usahanya.
Dengan dasar pemikiran ini pula maka berkonsekudmegiada tidak perlu lagi
diberlakukan “pemaksaan” luasan wilayah kerja daperasi sekunder, karena dasar
pembentukan koperasi sekunder adalah kelayakan.

(4) Kesamaan antara koperasi dan perusahaan buimerasi adalah keduanya sebagai
kegiatan usaha yang otonom yang harus bertaharaseeehasil dalam persaingan pasar
dan dalam usahanya mencapai efisiensi ekonomiskeiamampuan hidup keuangannya.
Sedangkan perbedaan antara koperasi dengan buparakp selain prinsip identitas ganda
pada anggota sebagaimana dibahas di atas, adalaip pne man one votganpatronage
refunds One man oneote diartikan sebagai hak suara yang diberikdakti memandang
besarnya modal yang diinvestasikan pada koperedangkarpatronage refundsliartikan
sebagai pembagian sisa hasil usaha didasarkanjes@gasa yang diberikan anggota
kepada koperasi Ukuran keberhasilan koperasi séakata-mata dengan ukuran efesiensi
koperasi sebagai perusahaan, tetapi dengan ukiesieresi dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan anggota meningkatkan efisiensi pau@er&si akan berbeda dengan
perusahaan non-koperasi, walaupun faktor-faktosiegisi sama, misalnya biaya, harga,
output, kekayaan, dan lain-lain.

(5) Dalam Penerapan tujuh prinsip koperasi separtg tercantum dalam Undang-undang
Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, adaspriyang dapat diaplikasikan di
lapangan tanpa masalah, ada juga beberapa priasig glapat diaplikasikan dengan
penyesuaian. Penyesuaian yang dimaksud misalnyapsaterapanprinsip sukarela dan
terbuka mestinya jangan diartikan bahwa anggota secartaknbébas masuk dan keluar



dari koperasi setiap waktu, menyimpan atau memaa#lal di koperasi, karena berdampak
kelemahan struktural dalam keuangan koperasi yasgbabkan oleh berfluktuasinya
modal koperasi. Oleh karena itu rekrutasi anggot@ekasi harus diatur tersendiri dengan
kriteria keanggotaan koperasiang jelas di koperasi sebagai bagian terintegtakm
manajemen keanggotaah koperasi. Untuk prinsip proporsionalitas pembagian SHU
perlu didukung dengan sistem administrasi pencataédayanan ke anggota yang sangat
baik. Oleh karena itu, kebanyakan koperasi merk@erSHU kepada anggota dengan
jumlah yang sama tanpa mempertimbangkan besarsagaugaha masing-masing anggota.
SHU tersebut diberikan saat Rapat Anggota Tahuedagai “uang duduk” dan uang
transport. Sistem administrasi pencatatan pelayamguga merupakan bagian terintegrasi
dengan manajemen keanggotaan. Untuk prindplas jasa terbatas atas modal,
walaupun adgro dankontradi kalangan para pakar koperasi, namun dari kageamulis
dampak negatifnya ternyata dapat diminimalkan dengaanajemen koperasi yang
menerapkan good corporate governance Untuk penerapan prinsippendidikan
perkoperasian ada temuan menarik dari KPSBU Lembang, KSP TajsklUD Trisula,
dan Koptan Trisula di Majalengka Jawa Barat, bapemadidikan anggota yang dijadikan
sebagai bagian terintegrasi dari manajemen keaaggofpendidikan anggota sebagai
persyaratan yang harus diikuti dalam merekrut andgpatru) berdampak positif terhadap
keajegan keangotaan koperasi. Sedangkan yrinkip demokrasi (one man one vote)
adalah prinsip universal koperasi yang tidak bis@awdr lagi, namun dalam
implementasinya khususnya dalam Rapat Anggota diifzukan dengan dua alternatif
pilihan yaitu penyampaian hak suaecara langsunglan secargerwakilan Pelaksanaan
rapat anggota pada koperasi yang relatif kecil gimdnggotanya dapat dilakukan secara
langsung, namun pada koperasi yang telah tumbuladidresar, rapat anggota sebaiknya
dilakukan melalui perwakilan anggota. Hal ini didiasoleh pertimbangan-pertimbangan
rasional yaitu:pertama adalah untukefisiensi biaya kedua adalahefisiensi proses
pengambilan keputusarkarena dengan jumlah peserta rapat yang begityakaproses
pengambilan keputusan akan sangat alot, kititgaadalah alasan kemudahan teknis yang
menyangkut tempat, karena dengan jumlah peserta yapg mencapai ribuan akan sulit
melakukan rapat dalam satu waktu dan satu tempat.

(6) Keanggotaan dalam koperasi merupakan salah asek penting, karena maju
mundurnya sebuah koperasi antara lain dipengaridgh tingkat partisipasi anggota
koperasi, oleh karena itu keanggotaan koperasiupdilakukan dengan manajemen
tersendiri  yang kemudian disebut manajemen kedaggo Manajemen keanggotaan
mencakup kepada aktivitas rekrutasi anggota, pebgegan anggota, pemberian manfaat,
pemeliharaan anggota, dan pemutusan hubungan l@aagg Dalam manajemen
keanggotaan terkandung makna pemikiran efisiensiediektivitas, karena terkait dengan
skala ekonomigdari usaha koperasi. Oleh karena itu, manajemeandgotaan harus
dijadikan bagian teintegrasi dari penyusunan remg@ngembangan usaha koperasi. Jika
manajemen keanggotaan berjalan secara efektif fdégrele maka partisipasi insentif akan
meningkat. Selanjutnya, jika partisipasi insentégmmgkat maka volume transaksi dalam
perusahaan koperasi pun meningkat. Akibat lebijutarbila volume transaksi dalam
perusahaan koperasi meningkat maka akan terjadiryiean biaya operasional melalui
efesiensi biaya transaksi, biaya organisasi, dayabinformasi. Dari hasil kajian di
lapangan, pada umumnya koperasi masih lemah teautaawla aspek pengembangan
anggota karena program pendidikan anggota belumrogram, dan pada aspek
pemeliharaan anggota.

(7) Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992atemtPerkoperasian pada pasal 21
menyebutkan bahwa perangkat organisasi koperadiritetari: a) Rapat Anggota, b)

Pengurus, ¢) Pengawas. Artinya, Undang-undang titakberikan batasan berapa jumlah
pengurus dan bagaimana organisasi pada kepenglusarasi, dengan kata lain Undang-
undang memberikan keleluasaan kepada pihak koperdgk menyusun dan mengatur
organisasinya sesuai dengan kebutuhannya. Dalanermeptasinya di lapangan, ada
keragaman pada aspek kelembagaan/organisasi koperatama dari aspek: jumlah



pengurus, struktur organisasi kepengurusan/manajémeaerasi, dan keberadaan manajer.
Jadi secara kelembagaan pasal 21 di atas tidakdi#ipg ada masalah dalam implementasi
di lapangan. Namun, permasalahan yang timbul adp#ta banyak kasus ditemukan
jumlah pengurus yang melebihi kebutuhan organidadieradaan manajer yang belum
perlu, dan rentang struktur organisasi yang terfsujang dibuat oleh pihak koperasi.
Fenomena ini terjadi terutama disebabkan pertimfrantkekeluargaan”, yaitu ingin
memberikan posisi kepada pihak-pihak yang diandgapsa kepada koperasi. Gagasan
untuk menghilangkan pengurus dalam struktur organikoperasi karena alasagency-
problem dan menggantinya dengamanajemenyang merupakan tenaga profesional
pengelola koperasi yang diangkat oleh Rapat Anggotaenurut penulis dipandang
gagasan yang tidak tepat, dengan dua alasan: (@h&k&operasi memiliki karakteristik
khas yaitu equalitas keanggotaan yang ditandai atelmge man one vet Dengan
karakteristik ini maka, koperasi sangat rentanaeap konflik di antara anggota, , (2)
hubungan antara anggota dengan koperasi berbedmrdémubungan antara konsumen
dengan perusahaan, karena antara anggota denganagioperdapat hubungan ikatan
organisasional. Dengan dua kondisi ini maka dalapekasi diperlukan adanya pemimpin
yang berfungsi mengarahkan, mengendalikan, dan endpgngkan keanggotaan. Selain
itu, dalam koperasi tugas pengurus, bukan saja emingngkan usaha koperasi, tetapi juga
mengembangkan kelembagaan/organisasi koperasiaskeseluruhan. Pihak yang dapat
melakukan fungsi-fungsi ini adalah pengurus.

(8) Pengendalian internal dalam koperasi merupdiedryang penting. Perangkat aturan
tentang pengendalian internal di koperasi sudahadamNamun pengendalian internal di
koperasi sering tidak efektif karena adanya kesdakbangan pemahaman tentang
manajemen koperasi secara keseluruhan ataupun emarajkeuangan koperasi secara
khusus pada sebagian dari unsur koperasi khysug@ra anggota koperasi.
Ketidakseimbangan pemahaman ini cenderung menkabumiskomunikasi di antara
pengurus dengan anggota dan menimbulkan tindakdakan manipulatif dari pihak
pengelola koperasi. Oleh karena itu, efektivitasgaadalian internal di koperasi berkaitan
erat dengan tingkat pemahaman anggota terhadapjemsera koperasi, dan dengan
sendirinya berkaitan erat dengan efektivitas progpandidikan anggota. Dari hasil kajian
di lapangan, ditemukan bahwa semakin baik progmendidikan anggota, maka
pelaksanaargood corporate governancdi koperasi semakin baik, dan pengendalian
internal juga semakin baik. Selain itu, pada kogiekaperasi maju, pelaksanaan
pengendalian intern selain telah dilakukan secaetemmbaga oleh perangkat koperasi
sendiri, juga telah mampu memanfaatkan pihak aud#aa eksternal.

Berdasarkan kesimpulan kelompok jawaban pertam&andapat diberikan kesimpulan
sebagai kelompok jawaban kedua sesuai dengannpeata penelitian yang diajukan
sebagai berikut:

(1) Dari aspek manajemen, koperasi masih relevambangkan dalam lingkungan
masyarakat Indonesia yang mengalami perubahan.k@pan terhadap koperasi-koperasi
di lapangan, mereka dapat beroperasi dan berkepdias dasar pola dasar manajemen
koperasi di Indonesia. Artinya, berkoperasi bisarupakan salah satu pilihan untuk
mensejahterakan masyarakat, asalkan koperasi degaberikan manfaat ekonomi bagi
para anggota.

(2) Pengembangan ekonomi rakyat melalui pendekatperasi masih kondusif, namun

harus dilakukan peningkatan kompetensi semua pda&m koperasi agar meningkat

profesionalisme dan kompetensinya, serta tercipgaeiknbangan pemahaman antara
pengelola koperasi dan anggota. Selain itu sedatans manajemen, ada beberapa hal
yang perlu disesuaikan lagi dalam koperasi terutdaraaspek penataan permodalan dan
laporan keuangan, serta aspek manajemen keanggktpanasi. Kedua aspek tersebut
selayaknya ditata lagi dan disesuaikan denganrujpikai dan prinsip koperasi.



Berdasarkan hasil kajian dan kesimpulan di atakantdapat disampaikan rekomendasi
tentang pendekatan pemberdayaan koperasi dalakufiggn yang berubah dari aspek
manajemen koperasi sebagai berikut :

(1) Untuk pengembangan koperasi ke depan, mengsifgdtdual identityanggota yang
menjadi identitas koperasi, maka manajemen keaaggdli koperasi selayaknya menjadi
salah satu fokus perhatian untuk dikembangkan. jdaren keanggotaan mencakup:
pengadaan anggota, pengembangan anggota, pemberafaat kepada anggota,
pemeliharaan anggota, dan pemutusan hubungan demgggota. Mengingat bahwa
kemampuan koperasi untuk melakukan fungsi pengegamaianggota melalui kegiatan
pendidikan perkoperasian masih sangat terbatak, dzai aspek finansial maupun darti
aspek kompetensinya, maka bantuan Pemerintah delpek ini sangat diperlukan.

(2) Perlu dilakukan penataan kembali dari aspekmpdalan dan laporan keuangan
koperasi disesuaikan dengan tujuan, nilai dan ipriReperasi. Penyesuaian-penyesuain
tersebut sesungguhnya telah diakomodasikan dalakikK R® 27 Tahun 2004. Memang
penerapan PSAK No 27 akan memberikan beban tambadinkoperasi, namun dalam
jangka panjang dampaknya akan sangat baik terhaplaya menciptakan koperasi yang
sehat. Penerapan dari prinsip ini sebaiknya ddtaraeg sudah mulai dirintis secara
bertahap.

(3) Mengingat bahwa koperasi pada umumnya merup&kampulan orang-orang yang
lemah secara ekonomi, sehingga koperasi tidak rierkédpasitas yang memadai untuk
melakukan pemupukan modal yang diperlukan untuk lomeyai usahanya, maka
dukungan Pemerintah untuk memberikan fasilitas Uzsantpermodalan koperasi masih
diperlukan. Namun, agar pemberian fasilitas banRemerintah ini efektif, maka ke depan
diperlukan revitalisai pembinaan dari PemerintaBngan penciptaan koordinasi yang
semakin baik antara Pemerintah Pusat dengan Pe¢atebaerah.



